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ABSTRACT 
 Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa respon Indonesia perihal 
pelaksanaan ACFTA disikapi secara berbeda. Respon ini merujuk pada wacana 
renegosiasi kesepakatan ACFTA yang kemudian memunculkan perdebatan antar aktor 
dari kalangan pemerintah, asosiasi industri lembaga perwakilan rakyat serta 
lingkungan peneliti baik yang mendukung maupun yang menolak.  Pertanyaan utama 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi perdebatan argumen 
dari aktor yang pro dan kontra wacana renegosiasi ACFTA. Dengan mengetahui aspek-
aspek yang diperdebatkan maka muncul pertanyaan lanjutan yang akan mengarah 
pada latar belakang perdebatan pro kontra wacana renegosiasi ACFTA di Indonesia 
diantara aktor yang berkepentingan.  
 Prinsip-prinsip Neoliberalisme dan Keynesianisme akan menjadi pendekatan 
yang digunakan sebagai alat untuk menganalisa perdebatan wacana renegosiasi 
Asean China Free Trade Agreement dalam lingkup domestik. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari buku 
teks, jurnal, artikel koran dan online. Data sekunder berupa wawancara dari aktor-
aktor terkait diolah dari artikel di media massa.  
 Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan argumen dari masing-
masing kelompok aktor yang dikelompokkan menjadi tiga aspek yaitu ekonomi, politik, 
dan bidang sosial. Aktor yang pro renegosiasi didasari pada prinsip-prinsip 
Keynesianisme yang beranggapan bahwa dalam kondisi yang cenderung merugi, 
negara harus lebih berperan dalam melindungi pelaku industri dalam negeri sedang 
aktor yang kontra renegosiasi berpendapat ACFTA sebagai upaya untuk mempercepat 
pertumbuhan ekonomi dan penguatan kawasan ASEAN. Perbedaan pandangan dalam 
melihat ACFTA ini terletak pada peran negara dalam menyikapi ACFTA, perbedaan 
kepentingan ekonomi dan perbedaan orientasi politik dari aktor-aktor yang terlibat 
dalam kesepakatan ACFTA.   
 
Keywords: Asean China Free Trade Agreement, Wacana Renegosiasi, Neoliberalisme, 
Keynesianisme  
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1. LATAR BELAKANG 
Perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan China atau lebih dikenal ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010. Perjanjian perdagangan bebas ini pertama kali ditandatangani tanggal  6 Januari 2001 oleh para pemimpin enam negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filiphina, Brunei Darussalam) dan China, di Bandar Seri Begawan. Perjanjian Free Trade Area (FTA) ini menjadi yang terbesar yang pernah ada, karena total populasi yang dilingkupi FTA tersebut mencapai 1,9 milliar orang.2 
Perjanjian ACFTA pada dasarnya berisi  peraturan pada dua aspek ekonomi, yaitu aspek perdagangan dan investasi. Akan tetapi aspek perdagangan menjadi yang paling menonjol bagi negara-negara ASEAN. Berdasarkan kerangka kerja ACFTA, terdapat pengurangan tarif bea masuk produk China dan ASEAN hingga mencapai nol persen. Pengurangan atau penghapusan tarif  bea masuk produk dalam kerangka kerja ACFTA dibagi  menjadi Normal Track dan Sensitive Track. Normal Track sendiri dibagi menjadi dua model, yaitu Normal Track I dan Normal Track II.  Sedangkan 
Sensitive Track juga dibagi menjadi dua model yaitu Sensitive List dan Hight 
Sensitive Track. . 
Berdasarkan hasil kesepakatan kerangka kerja  (Framework 
Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the 
People’s Republic of China),6 negara ASEAN dan China akan menghilangkan/menurunkan semua hambatan tarif menjadi nol persen pada tahun 2010. Sementara negara baru ASEAN lainnya seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) akan menghilangkan hambatan tarif tersebut hingga tahun 2015.   
                                                             
2 Kompas, “FTA China-ASEAN”, Sabtu 2 Januari 2010 
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Pada kenyataannya, kesepakatan ACFTA ditanggapi dengan berbagai sikap berbagai kalangan khususnya oleh para pengusaha di negara-negara ASEAN. Selain Singapura dan Malaysia, negara-negara ASEAN lainnya merasakan dampak langsung dari perdagangan bebas. Di Thailand misalnya para petani mengeluhkan murahnya bawang putih dan bawang merah import dari China, hal ini menyebabkan 40 persen para petani Thailand  tidak lagi dapat bercocok tanam.3 
Para pelaku usaha di Indonesia banyak yang mengeluh minimnya informasi kesepakatan ACFTA, baik sesudah maupun sebelum kesepakatan ini dilaksanakan. Masyarakat Indonesia pun secara keseluruhan banyak yang tidak mengetahui mengenai kesepakan ACFTA tersebut. Ini dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada bulan Mei 2010, menunjukan hanya 26,7 persen saja masyarakat yang pernah mendengar mengenai kesepakatan ACFTA. Sedangkan sisanya sebanyak 69,4 persen tidak mengetahui.4 Kurangnya informasi mengenai perdagangan bebas ASEAN-China, lebih disebabkan kurang aktifnya pemerintah Indonesia memberikan informasi baik kepada para pelaku usaha, maupun kepada masyarakat Indonesia.  
Munculnya wacana renegosiasi ACFTA bukannya tanpa sebab, dengan mempertimbangkan dampak negatif yang akan dialami Indonesia, banyak pengusaha yang menyuarakan keberatan atas pemberlakukan ACFTA. KADIN sendiri sebagai wadah yang dibentuk pemerintah menyatakan keberatan dan mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang perdagangan bebas ASEAN dengan China, menurut KADIN  pemerintah seharusnya lebih aktif melindungi kelangsungan hidup industri dalam negeri dan tenaga kerjanya.5 Komisi VI 
                                                             
3 Kompas, “Pro-Kontra CAFTA”, 6 Januari 2010 
4“Pengetahuan Mengenai Perjanjian Perdagangan Bebas”, Majalah Lingakaran Survei 
Indonesia, Edisi No.22, bulan Juli 2010, hal 3 
5Kadin Desak Pemerintah Mengkaji Ulang ACFTA, tersedia di 
<http://bataviase.co.id/node/622548,> diakses 18 Mei 2011, jam 9.00 WIB 
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DPR RI, yang bertugas mengawasi perjanjian perdagangan internasional juga memberikan tanggapan yang sama, yaitu mendesak pemerintah untuk  menangguhkan dan merenegosiasi pelaksanaan ACFTA terhadap 12 sektor industri yang terkena dampak dari ACFTA,6 menurut DPR ACFTA hanya akan menjadikan Indonesia sebagai pasar tanpa kemandirian industri dalam negeri. 
Namun pemerintah memandang justru perdagangan bebas ACFTA,  memberikan peluang, untuk meningkatkan ekspor Indonesia terutama ke China, serta meningkatkan investasi di Indonesia. Untuk itu pemerintah menganggap bahwa negosiasi ulang pada kesepakatan ACFTA ini tidak perlu dilakukan, karena kesepakatan yang telah ditandatangani kepala-kepala negara ASEAN dan China tidak mungkin bisa dibatalkan. Menurut pemerintah jika Indonesia merenegosiasi ACFTA, akan memerlukan biaya yang mahal dan proses yang lama, bahkan citra Indonesia juga akan menjadi menurun dilingkungan ASEAN-China dan dunia internasional.7 
Dari uraian diatas, respon Indonesia perihal pelaksanaan ACFTA disikapi secara berbeda, terdapat pihak-pihak yang mewacanakan renegosiasi dikarenakan ancaman produk China yang akan melemahkan industri domestik. Wacana renegosiasi menimbulkan pro dan kontra yang terlibat. Pemikiran para aktor pemerintah yang cenderung menilai bahwa perjanjian perdagangan bebas dengan China adalah sebuah peluang sehingga harus tetap berjalan dengan konsekuensi apapun. Aktor-aktor dikalangan pemerintah ini diwakili oleh Presiden, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Riset dan Teknologi. Secara 
                                                             
6Tunda ACFTA 2 tahun lagi, 19 Januari 2010, tersedia di 
<http://Bataviase.co.id/detailberita-105352749.html>, diakses,10 April 2011 
7Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam Mendag: Renegosiasi ACFTA butuh 
kompensasi besar, Tersedia di <http://www.antaranews.com/berita/1272289379/mendag-
renegosiasi-acfta-butuh-kompensasi-besar> diakses 28 April 2011 
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umum aktor pemerintah ini melihat bahwa ACFTA merupakan peluang dan akan menghasilkan keuntungan bagi Indonesia. Kalangan yang menolak renegosiasi ini cenderung menerapkan prinsip-prinsip pemikiran neoliberalisme yang beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil normal dari 'kompetisi bebas'.  
Tidak semua kalangan pemerintah mendukung pelaksanaan ACFTA, permintaan renegosiasi dari kalangan pemerintah muncul dari Menteri Perindustrian yang mewakili kepentingan industri-industri dalam negeri. Aktor yang lain yaitu pelaku-pelaku industri yang berada pada payung Kadin, kemudian dari DPR dan BPOM.  Pada umumnya mereka yang mendukung adanya pengkajian ulang ini didasari atas prinsip Keynesian yang menginginkan campur tangan yang lebih besar dari negara disaat kondisi domestik yang tidak menguntungkan. Secara umum mengajukan kritik terhadap kinerja pemerintah sejak awal proses penandatanganan hingga pelaksanaan. Pelaksanaan ACFTA yang terkesan sangat mendadak karena tidak terjadi sosialisasi baik pelaku industri dan masyarakat awam belum mengetahui secara jelas kebijakan FTA ASEAN-China ini.   
Pro kontra ini merujuk pada perbedaan pandangan akan peran negara. Kalangan pro renegosiasi melihat bahwa peran negara harus lebih ditingkatkan dalam upaya peningkatan daya saing sedangkan kalangan kontra renegosiasi memandang bawah pelaksanaan ACFTA yang sesuai jadwal ini akan mendorong para pengusaha untuk lebih meningkatkan kualitas dan daya saing secara alami. Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN-China, penulis tertarik untuk mencoba menjelaskan lebih dalam munculnya pro dan kontra terhadap wacana renegosiasi sebagai respon Indonesia terhadap perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA). Tulisan ini berusaha untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi perdebatan argumen dari aktor yang pro dan kontra  wacana renegosiasi ACFTA dan untuk mengetahui mengapa muncul perdebatan pro 
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kontra wacana renegosiasi ACFTA di Indonesia diantara aktor yang berkepentingan.  
 
2. TEORI DAN METODE 
 
Teori dan konsep yang digunakan sebagai sarana eksplanasi dan dapat dijadikan dasar bagi prediksi penulis. Dalam hal ini penulis memiliki beberapa konsep dan teori yang yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep perdagangan bebas dan Perspektif Neoliberalisme dan Keynesianime. Landasan utama aliran Neoliberalisme ialah bahwa hubungan antarpribadi dan sosial harus dipahami sesuai konsep dan tolok ukur ekonomi. Kelompok Neoliberal percaya bahwa pasarlah yang harus dijadikan sebagai prinsip dasar dalam masyarakat dan negara. Para penganut neoliberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil normal dari 'kompetisi bebas'. Kompetisi yang agresif adalah akibat dari kepercayaan bahwa 'pasar bebas' itu efisien, dan itulah cara yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam rakyat yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Inti kebijakan ekonomi pasar neoliberal adalah sebagai berikut (1) pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar, (2) kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui (3) pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui undang-undang.8 
Namun dalam perkembangannya, mekanisme pasar cenderung tidak stabil kemudian muncul aliran Keynesianisme yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes. Ia menyatakan bahwa negara harus menggunakan kekuasaannya, namun tidak dengan cara-cara kejam merkantilis dan komunis. 
                                                             
8 Revrisond Baswir , Bahaya Neoliberalisme, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, hal 2  
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Di sisi lain, pasar bebas juga harus didorong dengan peran positif negara untuk menangani masalah yang tidak mampu ditangani pasar. Jadi Keynes menginginkan skema liberal pada level internasional, namun memperkuat peran negara pada level nation state. Negara berperan mendefinisikan dan melindungi hak atas kekayaan dan menciptakan lingkungan yang mendukung bekerjanya pasar. Negara juga dapat dimaknai sebagai struktur sosial yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan untuk perlindungan keadilan, penyediaan kebutuhan publik dan kesejahteraan sosial. Maka dari itu, negara diidentikkan dengan konsep-konsep territoriality, loyalty, dan exclusivity.  
 
3.  PEMBAHASAN 
1.1.  ACFTA dan Dinamika Ekonomi Politik di Indonesia  
ASEAN-China Free Trade Area atau disingkat ACFTA adalah regionalisasi perdagangan bebas antara negara-negara China dan ASEAN. Pembentukan  kerjasama perdagangan bebas ASEAN dan China ini didasari adanya keinginan baik ASEAN maupun China untuk bersama-sama meningkatkan daya saing ekonomi dan perdagangan di tingkat internasional.  
Keputusan untuk menciptakan perdagangan bebas diantara semua negara Asia tenggara dan China mulai muncul sebagai tanggapan atas usulan China melalui Perdana Menteri Zhu Rongji pada pertemuan puncak ASEAN, pada bulan November 2000. Kemudian pada tanggal 4 November 2002, dalam pertemuan puncak ke delapan ASEAN +China di Phnom Penh, Kamboja, para pemimpin negara ASEAN dan China menandatangani kerangka kesepakatan kerjasama ekonomi menyeluruh antara ASEAN dan China (Framework 
Agreement on Comprenhensive Economic  Co-operation between ASEAN and the 
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People’s Republic of China)9 kemudian dikukuhkan pada 29 November 2004 di Vientiane, Laos melalui penandatanganan Agreement on Trade in Goods of the 
Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation (TIG).  
Perjanjian ini merupakan kerangka hukum dalam perjanjian kerjasama ekonomi China–ASEAN secara keseluruhan yang mengatur liberalisasi tarif di dalam ACFTA. Lebih lanjut liberalisasi tarif ini secara spesifik diklasifikasikan menjadi Normal Track dan Sensitif Track. Dalam lingkup kesepakatan TIG yang membahas mekanisme pengurangan dan penghapusan tarif, telah ditetapkan bahwa sebagian besar tarif bea masuk akan dihapuskan pada tahun 2010. Hal ini berlaku bagi China dan enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina), sedangkan bagi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV), pengurangan dan penghapusan tarif  bea masuk akan berlaku mulai tahun 2015. Kesepakatan tersebut juga mengatur liberalisasi produk-produk sensitif dari seluruh aktor dan penghapusan hambatan non-tarif.  
Dalam kaitannya dengan kebijakan tersebut, seluruh negara ASEAN diwajibkan untuk menghapus tarif perdagangan pada seluruh komoditas yang termasuk dalam kategori normal track paling lambat tahun 2010 bagi Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunai Darussalam, dan Filipina (ASEAN 6) dan paling lambat 2015 bagi Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam (CLMV), sedangkan untuk batas waktu sensitif track akan disepakati secara bilateral. Pengurangan tarif yang meliputi lebih dari 7000 produk tersebut telah diberlakukan sejak 1 Januari 2004 dalam sebuah skema bernama Early 
Harvest Programme (EHP)10. Selain penandatangan TIG, China dan negara 
                                                             
9 Daniel Pambudi, dkk, op.cit, hal. 29 
10 Early Harvest Programme (EHP) adalah program penurunan tarif yang disepakati akan 
dimulai 1 Januari 2004 dalam 3 tahun tarif diturunkan secara bertahap sehingga pada tahun 
2006 menjadi nol persen untuk produk-produk tertentu. Program ini dirancang untuk 
mengimplementasikan pengurangan dan penghapusan tarif lebih awal dari jadwal yang telah 
disepakati secara umum bagi produk pertanian tertentu.  
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ASEAN juga telah menandatangani perjanjian Trade in Service pada Januari 2007 dan  Agreement on Investment pada Juli 2009, keseluruhan kerjasama ini merupakan bagian dari serangkaian kerjasama ekonomi antara Cina dan ASEAN. Berikut urutan perjanjian kesepakatan ACFTA :  Tabel 1 
Urutan Perjanjian ACFTA 
Waktu Pejanjian Nama Perjanjian 
6 November 2001 ASEAN China Comprehensive Economic Cooperation 
4 November 2002 Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China 
29 November 2004 Trade in Goods Agreement and Dispute Settlement Mechanism Agreement 
8 Desember 2006 Amandemen Protokol Framework Agreement 
Januari 2007 Trade in Services Agreement 
Juni 2009 Agreement of Investment  
  Diolah dari berbagai sumber   Kesepakatan ACTA bertujuan untuk11 (1) Memperkuat dan memperluas kerjasama ekonomi, perdagangan, dan penanaman modal antara 
                                                             
11 Framework Agreement on Comprehensice Economic Co-Operation Between The 
Assosiation od Fouth East Asian Nations and The People’s Republic China dapat diakses 
http://www.aseansec.org/13196.html 
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ASEAN dan China (2) Secara bertahap agar ASEAN dan China dapat secara maju meliberalisasi dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan sebuah rezim yang transparan, liberal dan fasilitatif terhadap penanaman modal asing. (3) Mengeksplorasi daerah baru dan mengembangkan langkah yang tepat bagi kerjasama ekonomi yang lebih erat antara pihak-pihak yang bersangkutan. (4) Memfasilitasi penyatuan ekonomi yang lebih efektif dari negara-negara anggota baru ASEAN dan menjembatani perbedaan pembangunan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.  
Perjanjian ACFTA pada dasarnya berisi peraturan pada dua aspek ekonomi yaitu aspek  perdagangan dan investasi, meskipun  perdagangan menjadi aspek yang paling menarik bagi negara-negara ASEAN. Dalam kerangka kerja ASEAN-China ini kesepakatan mengenai penurunan dan penghapusan tarif bea masuk produk  dibagi menjadi tiga sekenario yaitu Early 
Harvest Programme (EHP), Normal Track  dan Sensitive Track. 
Barang yang diperdagangkan antara Indonesia dan China yang masuk skema penurunan/penghapusan tarifnya sebanyak 5.250 kategori produk, yaitu sebagai berikut: 
Tabel 2: Skema Penurunan dan Pengurangan Tarif  
 Sumber : Presentasi ASEAN-China Free Trade Area Bureau of International 
Trade Relations Departement of Trade and Industry, 5 Oktober 2006 
PENURUNAN / PENGHAPUSAN POS 
TARIF   TARIF  PELAKSANAAN ASEAN-6 Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam Early Harvest Programme  (EHP) 0% 2004-2006 2004-2010 Normal Track  a. Normal Track  b. Normal Track 2  0% 2005-2010  2012 2005-2015 2018 Sensitive Track  a. Sensitive List (SL) b. Highly Sensitive List (HSL) 0% 2012-2018 2015 2015-2020 2018 
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1.2.  Pertimbangan Ekonomi Politik Indonesia dalam Penandatanganan 
Kesepakatan ACFTA  Terciptanya kawasan perdagangan bebas China dan ASEAN (ACFTA) dilatarbelakangi adanya keinginan kedua belah pihak untuk meningkatkan daya saing dan perdagangan di  tingkat Internasional. Indonesia sendiri memandang adanya peluang dari hubungan perdagangan bebas dengan China. Peluang tersebut lebih dominan pada bidang perdagangan dan investasi namun bidang keamanan juga menjadi salah satu pertimbangan Indonesia dalam menyepakati perdagangan ACFTA.  
Dalam bidang ekonomi, kemajuan ekonomi yang dialami China menjanjikan pasar yang besar serta keuntungan ekonomi yang menarik negara-negara Asia Tenggara untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan China. Peluang bagi pembentukan ACFTA bersumber dari kebutuhan ASEAN untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar.  Jika  dilihat dari majunya industri China dan jumlah penduduk yang mencapai 1.3 millyar China merupakan pasar yang potensial untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia. 
Dalam bidang investasi, kebutuhan China untuk mendapatkan sumber energi dan bahan baku memberi peluang untuk melakukan perluasan investasi. Rezim investasi yang kompetitif ini tentu saja akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan investasi dari China. Selama hubungan Indonesia dan China berlangsung, China telah melakukan pembelian  lahan minyak Widuri dan Titan di Indonesia senilai 585 juta dollar Amerika oleh China National Offshore Oil Corpoation, China juga telah menunjuk Indonesia tanpa tender selama 20 tahun  untuk menyuplai Gas alam ke Fujian.12 
Dalam bidang keamanan, Kesepakatan ACFTA selain berpengaruh terhadap hubungan ekonomi dan perdagangan secara khusus antara ASEAN-
                                                             
12 Ratna Shofi Inayati, op,cit . 47 
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China, kesepakatan ACFTA diperkirakan akan berdampak cukup luas terhadap konstelasi politik dan keamanan di wilayah Asia Timur secara keseluruhan.13 Pembentukan ACFTA ini telah mendekatkan hubungan diplomatik negara-negara ASEAN dengan China. Peningkatan hubungan ekonomi antara ASEAN China telah mampu memperbaiki hubungan politik keamanan antara kedua belah pihak. 
1.3.  Kondisi Ekonomi Politik di Indonesia Pasca Penandatanganan 
ACFTA  
Pada bidang perekonomian, kondisi perdagangan Indonesia semenjak disepakatinya ACFTA menunjukkan peningkatan terhadap masuknya arus produk-produk non migas China di Indonesia. Kondisi perdagangan Indonesia terhadap China pernah memperoleh angka positif kurun waktu 4 tahun (2003-2007), dimana nilai ekspor Indonesia ke China lebih besar dibandingkan dengan nilai Impor barang-barang dari China yang masuk ke Indonesia. Namun dalam kurun waktu lima tahun sejak pemberlakuan penurunan tarif ACFTA (2004-2008) impor Indonesia untuk dari China untuk non migas menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meski nilai ekspor Indonesia juga ke China mengalami peningkatan, akan tetapi dalam neraca perdagangan Indonesia masih terdapat ketimpangan yang cukup menonjol. Namun pada (2008-2009) neraca perdagangan Indonesia dengan China terus mengalami defisit.  
Pada bidang investasi, kerjasama ACFTA diharapkan dapat meningkatkan investasi China ke Indonesia, seperti yang telah diprediksi  negera-negara ASEAN lainnya. Akan tetapi kenyataannya sejak diberlakukannya kesepakatan ACFTA arus investasi China ke Indonesia belum menunjukkan peningkatan yang berarti.  
                                                             
13 Dewi Fortuna Anwar, Implikasi politik dan Keamanan ASEAN-China Free Trade Area, 
LIPI Press, 2006, hal. 99. 
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Pada bidang keamanan, Peningkatan hubungan ekonomi ASEAN-China yang semakin erat telah mampu memperbaiki hubungan politik keamanan antara keduanya. Pada dekade sebelumnya China dianggap sebagai ancaman utama keamanan regional oleh sebagian besar negara-negara Asia Tenggara, namun sekarang China memiliki citra yang lebih positif di mata pemerintah dan masyarakat Asia Tenggara.14 Bagi Indonesia, dampak dari realisasi ASEAN-FTA dalam bidang politik keamanan dilihat dari dua sisi.  
Berkaitan dengan kondisi politik ekonomi pasca menandatanganan ACFTA, kalangan pengusaha mendesak kepada pemerintah untuk mengkaji ulang untuk pos tarif yang belum siap. Namun pemerintah terus memberikan dukungan kepada para pelaku industri bahwa perdagangan bebas dengan China memberikan peluang kepada Indonesia untuk mengakses salah satu pasar terbesar di dunia. China sebagai kekuatan ekonomi dunia, menurut pemerintah ini adalah suatu sinyal yang positif.  
1.4.  Aspek-aspek Perdebatan dalam Wacana Renegosiasi ACFTA  
Perdebatan wacana pro dan kontra renegosiasi yang merujuk pada perbedaan argumen dari masing-masing kelompok aktor yang dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang sosial. Pada bidang ekonomi meliputi isu-isu perekonomian di dalam ACFTA di antaranya yaitu aspek Daya Saing Industri, Volume Perdagangan, Modifikasi Pos Tarif, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi, Infrastruktur. Pada bidang Politik berkaitan dengan legalitas perjanjian ACFTA sebagai suatu perjanjian perdagangan yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN termasuk Indonesia di dalamnya dengan China dan posisi Indonesia yang cukup menonjol di kawasan ASEAN. Pada bidang Politik terdiri dari beberapa aspek yaitu Posisi Strategis Indonesia, aspek Legalitas, dan aspek Keterwakilan 
                                                             
14 Dewi Fortuna Anwar, Implikasi politik dan Keamanan ASEAN-China Free Trade Area, 
LIPI Press, 2006, hal. 124 
150 
 
Pembuatan Kebijakan. Sedangkan di bidang Sosial terdiri dari aspek Sosialisasi ACFTA, Ketenagakerjaan dan Perlindungan Konsumen.  
Pada bidang ekonomi ditemukan lima aspek yang memicu timbulnya perdebatan dalam melihat wacana renegoasi. Aspek daya saing, dalam ACFTA daya saing industri merupakan aspek yang cukup signifikan dalam perdagangan. Daya saing industri suatu negara menjadi penting untuk menjamin apakah negara tersebut mampu bertahan pada perdagangan bebas yang telah disepakati. Aspek volume neraca perdagangan, Indonesia menjadi salah satu isu tersendiri diantara kalangan pemerintah dan pengusaha. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa dengan mengikuti ACFTA volume perdagangan Internasional akan meningkat hingga US$ 50 miliar.15  Aspek modifikasi tarif, kalangan pengusaha dan Kadin serta Kementerian Perindustrian yang juga didukung oleh DPR meminta 228 pos tarif untuk direnegosiasi yang terdiri dari Besi Baja (114), Tekstil dan Produk Tekstil (53), Permesinan (10), Elektronik (7), Kimia Anorganik (7), Petrokimia (2), Furniture (5), Kosmetik (1), Jamu (1), Alas Kaki (5), Produk Industri Kecil (1), Maritim (22). Namun sikap Kementerian Perdagangan cenderung kurang mendukung usulan renegosiasi.  
  Perdebatan selanjutnya yakni aspek pertumbuhan ekonomi dan 
investasi. ACFTA dipandang sebagai momentum untuk industri dalam negeri meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kementerian BUMN mengungkapkan bahwa impor barang modal dari China akan lebih menguntungkan karena akan menaikkan laba BUMN.16  
Aspek Infrastruktur, Lemahnya infrastruktur di Indonesia memberi indikasi yang cukup kuat bahwa pemerintah tidak mempersiapkan diri secara 
                                                             
15 Hatta: Perdagangan Indonesia-ACFTA Akan Meningkat US$ 50 Miliar 
<http://today.co.id/read/2011/04/23/26965/hatta_perdagangan_indonesiaacfta_akan_mening
kat_us_50_miliar> Sabtu, 23 Maret 2011 
16 Kompas, “ACFTA Picu Kenaikan Laba BUMN”, 20 Januari 2010, 
<http://female.kompas.com/read/2010/01/20/13585867/acfta.picu.kenaikan.laba.bumn> 
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matang untuk meraih peluang positif dari pemberlakuan ACFTA. Infrastruktur yang tidak memadai, bunga kredit yang relatif tinggi, birokrasi yang kompleks, masih maraknya pungutan liar, dan peraturan yang tidak pro-bisnis adalah beberapa bukti pemerintah tidak mampu menciptakan iklim ekonomi untuk mendorong peningkatan daya saing beragam sektor ekonomi.  
Pada bidang politik ditemukan tiga aspek yang menyebabkan perdebatan dalam wacana renegosiasi ACFTA. Aspek Posisi Strategis 
Indonesia, desakan renegosiasi terhadap pelaksanaan ACFTA mempersulit posisi Indonesia di forum internasional. Dari sudut pandang hubungan internasional kedekatan Indonesia dan China akan berdampak positif karena China merupakan  negara yang kuat dan cukup stabil. Aspek Keterwakilan 
Pembuat Kebijakan, melalui penelitian Institut Global Justice ditemukan bahwa sebelum disepakatinya ACFTA, baik Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ataupun pemerintah Indonesia tak banyak melakukan konsultasi kepada para pelaku bisnis. ASEAN dan pemerintah Indonesia masih memonopoli kebijakan perekonomian nasional Indonesia maupun negara-negara Asia Tenggara lainnya. Aspek Legalitas, DPR berpendapat bahwa Indonesia dapat melakukan penundaan pelaksanaan ACFTA merujuk pada perpektif hukum internasional dalam ranah konstitusi Republik Indonesia, yang sesuai dengan Pasal 16 ayat 3 No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.  
 Pada bidang sosial ditemukan tiga aspek yang memicu perdebatan renegoasiasi ACFTA. Aspek Sosialisasi Informasi, kegagalan sosialisasi ini merugikan industri kecil dan menengah karena tidak dipersiapkan secara baik sehingga tidak sanggup bersaing di pasar internasional. Aspek 
Ketenagakerjaan, pelaksanaan ACFTA ditinjau dari segi sosial menimbulkan ancaman PHK terhadap pekerja-pekerja dari industri-industri yang tidak siap akan keberlangsungan ACFTA. Aspek Perlindungan Konsumen, penerapan ACFTA akan membuka peluang serta akses ke pasar ekspor anggota Asean ke 
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China. Namun, dalam implementasinya, terdapat  dua tantangan besar yang dihadapi Indonesia, yakni upaya untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dan perlindungan konsumen.   
1.5.  Perbedaan Pandangan Pada Peran Negara dalam Menyikapi ACFTA  Pada sub bab ini akan dijelaskan bahwa munculnya wacana renegosiasi ini dikarenakan perbedaan pandangan peran negara dari aktor-aktor yang terlibat dalam wacana renegosiasi. Perbedaan pandangan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip Neoliberalisme dan Keynesianisme. Dalam pandangan Neoliberalisme peran negara yaitu sebagai regulator dari kesepakatan ACFTA, dalam konteks ini yaitu negara mendukung kebijakan-kebijakan yang akan memperlancar kesepakatan ACFTA dalam lingkup domestik.  Sedangkan dalam pandangan Keynesianisme peran negara tidak hanya sebagai regulator tapi juga sebagai stabilitator dari kemungkinan-kemungkinan yang terburuk dari pelaksanaan ACFTA yang terbukti telah melemahkan kondisi perekonomian dalam negeri. Kalangan yang mendukung prinsip-prinsip Keynesianisme berpendapat bahwa negara harus lebih pro aktif untuk menciptakan kondisi ekonomi politik yang stabil, dalam konteks ini pada pelaksanaan ACFTA yang cenderung merugikan ekonomi domestik.  Aktor-aktor yang lebih condong ke arah Neoliberalisme melihat bahwa ACFTA merupakan peluang dan akan menghasilkan keuntungan bagi Indonesia. Kalangan yang menolak renegosiasi ini cenderung menerapkan prinsip-prinsip pemikiran neoliberalisme yang beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil normal dari 'kompetisi bebas'. Legalisasi kompetisi bebas dalam konteks ini dilakukan oleh negara. Peran negara dilihat sebagai legalisator kesepakatan ACFTA. Peran negara dalam perspektif neoliberalisme yaitu negara sebagai instrumen untuk menjamin terjadinya proses akumulasi kekayaan oleh anggota-anggota tertentu dalam 
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masyarakat dengan cara membuat peraturan yang mendukung terjadinya kompetisi bebas.  Implementasi ACFTA telah meningkatkan impor baja dari China sebanyak 170,76 persen dibandingkan dengan tahun 2009. Menurut Indonesia 
Iron and Steel Industry Association (USIA) penghapusan tarif ini menimbulkan meningkatnya impor produk baja hilir dari China dan berakibat pada industri baja lokal yang berjumlah sekitar 312 perusahaan.17 Namun murahnya barang impor dari China ini telah menguntungkan BUMN karena akan mendapatkan barang modal yang lebih murah karena bea masuk pos tarif barang telah dihapuskan. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh pihak BUMN semakin bertambah. Meski wacana renegosiasi terus muncul oleh beberapa sektor industri maupun tokoh akademisi akan tetapi tidak merubah keputusan pemerintah Indonesia dan tetap akan melaksanakan kesepakatan ACFTA.  Ditelaah dari ajaran neoliberalisme, peran pemerintah Indonesia disini merupakan instrumen untuk menjamin terjadinya proses akumulasi kekayaan oleh anggota-anggota tertentu dalam masyarakat. Perlu digarisbawahi bahwa dalam ajaran neoliberalisme keuntungan tidak selalu merata pada semua pihak tetapi bisa terjadi pada pihak-pihak tertentu.  Sedangkan aktor-aktor yang mengajukan renegosiasi kesepakatan ACFTA cenderung berpikiran menggunakan prinsip-prinsip Keynesianisme. Aktor-aktor dari kalangan pro renegosiasi salah satunya dari asosiasi industri. Pemberlakuan ACFTA disikapi dengan pro dan kontra bagi sebagian pelaku industri. Ironisnya persoalan ini muncul di permukaan beberapa saat menjelang diberlakukannnya ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) per 1 Januari 2010. Banyak pelaku industri menyatakan ketidaktahuannya akan keputusan pemerintah untuk liberalisasi perdagangan dengan China. Para pelaku usaha di Indonesia  banyak yang mengeluh minimnya informasi kesepakatan ACFTA, baik sesudah maupun sebelum kesepakatan ini dilaksanakan. Masyarakat Indonesia pun secara keseluruhan banyak yang 
                                                             
17 Majalah Tempo, edisi 12-18 April 2010, “Layu Sebelum Bertarung” halaman 95  
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tidak mengetahui mengenai kesepakan ACFTA tersebut. Ini dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada bulan Mei 2010, menunjukan hanya 26,7 persen saja masyarakat yang pernah mendengar mengenai kesepakatan ACFTA. Sedangkan sisanya sebanyak 69,4 persen tidak mengetahui.18 
Salah satu penyebab kegagalan mekanisme pasar yaitu ketidaksanggupan pemerintah dalam memfasilitasi informasi kepada semua pihak yang terkait. Informasi asimetris itu sekurangnya berasal dari tiga sumber (i) penguasaan teknologi yang berbeda (ii) kemampuan kapital yang berkaitan (iii) penyebaran informasi yang timpang di seluruh lini.19 Kurangnya informasi mengenai perdagangan bebas ASEAN-China, lebih disebabkan kurang aktifnya pemerintah Indonesia memberikan informasi baik kepada para pelaku usaha, maupun kepada masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil survei LSI menunjukan bahwa pemberitaan mengenai ACFTA, sebagian besar bersumber dari media (surat kabar, radio, televisi, dan jaringan internet), yaitu sebanyak 96,2 persen, sedangkan informasi yang diterima dari pemerintah  sendiri hanya, 1,9 persen dan sisanya berasal dari sumber-sumber lain.20 
Pada umumnya mereka yang mendukung adanya pengkajian ulang ini didasari atas prinsip Keynesian yang menginginkan campur tangan yang lebih besar dari negara disaat kondisi domestik yang tidak menguntungkan. Secara umum mengajukan kritik terhadap kinerja pemerintah sejak awal proses penandatanganan hingga pelaksanaan. Pelaksanaan ACFTA yang terkesan sangat mendadak karena tidak terjadi sosialisasi baik pelaku industri dan masyarakat awam belum mengetahui secara jelas kebijakan FTA ASEAN-China ini.  
                                                             
18 Majalah Lingkaran Survei Indonesia, “Pengetahuan Mengenai Perjanjian Perdagangan 
Bebas” , Edisi No.22, bulan Juli 2010, hal 3 
19 Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik Kajian Teoritis dan Analils Empiris, Yogyakarta 
: Pustaka Pelajar, 2009, hal 36 
20 Ibid, hal 4 
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Kritik-kritik untuk pemerintah tersebut dapat dirangkum sebagai berikut  pemerintah cenderung berpikir mengunakan kerangka tujuan dan hasil jangka pendek sehingga lemah dalam mengkalkulasi dan mendeteksi berbagai dampak sistemik yang akan diperoleh dari sebuah kebijakan kesepakatan internasional dalam jangka panjang.21 Padahal untuk menghadap China dengan segala kedigdayaannya diperlukan persiapan secara matang. Dominan sudut pandang jangka pendek dalam pengambilan keputusan ini membawa implikasi yang besar bagi ekonomi politik, dan salah satu implikasinya terdapat instabilitas dari proses produksi.  
 
1.6.  Perbedaan Kepentingan Ekonomi dari Aktor-Aktor yang Terlibat 
dalam ACFTA  Pada bagian analisis ini pembahasan akan dititikberatkan pada munculnya wacana renegosiasi dikarenakan perbedaan kepentingan ekonomi dari aktor-aktor yang terlibat ACFTA. Aktor yang tetap pada kesepakatan untuk melaksanakan ACFTA bertujuan untuk mengerakkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan aktor-aktor yang pro akan renegosiasi ACFTA lebih melihat ACFTA sebagai pendukung untuk penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas dan bukan justru sebaliknya terjadi PHK massal akibat dari ketidaksiapan industri dalam negeri menghadapi ACFTA.  Kepentingan ekonomi ini terdiri dari bermacam-macam dan akan dijelaskan lebih detail pada bagian selanjutnya. Bagian pertama akan dijelaskan kepentingan ekonomi dari aktor-aktor yang kontra akan renegosiasi. Dari perspektif Presiden dan Menteri Perdagangan jika renegosiasi atau penundaan dilakukan, Indonesia akan mendapatkan konsekuensi yang cukup besar yaitu Indonesia harus mengeluarkan biaya kompensasi atas penangguhan kesepakatan ACFTA baik kepada China maupun kepada negara Asean lainnya. Selain proses penangguhan akan berlangsung 
                                                             
21 Jurnal Sosial Demokrasi, Vol 8.3 Februari-Juni 2010 hal 1-2  
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lama, juga diperlukan adanya pertemuan dengan anggota ASEAN lainnya.22 Biaya kompensasi dari 228 pos tarif yang diusulkan oleh DPR dan pelaku industri ini sebesar 1,2 miliar dolar AS.23  Besaran kompensasi ini akan membebani APBN dengan angusran pembayaran hutang dan subsidi yang besar.  Hal ini dilihat dari perspektif neoliberalisme sangat tidak menguntungkan karena tujuan perdagangan bebas sebenarnya untuk memacu volume perdagangan antar negara yang terlibat. Peningkatan volume perdagangan diharapkan dapat menjadi motor pengerak bagi percepatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.24 Jika Indonesia harus membayar biaya kompensasi yang cukup besar dan belum pasti akan berhasil, usaha ini dinilai tidak efisien. Terlebih citra Indonesia akan menjadi buruk, baik di lingkungan ASEAN-China maupun dunia internasional, karena dianggap tidak memiliki kepastian dalam menentukan suatu kebijakan.25  
Kepentingan aktor-aktor yang mendukung pelaksanaan ACFTA tanpa adanya renegosiasi pos tarif sebesar 228 pos tarif dilatarbelakangi karena peluang yang akan menguntungkan pihak Indonesia. Sikap Menteri Perdagangan dalam mendukung implementasi ACFTA dilatarbelakangi karena dari segi pendapatan, ACFTA merupakan perdagangan bebas kedua terbesar setelah kerjasama sejenis di Uni Eropa. China merupakan patner keempat terbesar di Indonesia diantara negara mitra dagang lainnya. China menjadi salah satu pasar terbesar di wilayah Asia dengan pertumbuhan sebesar 8-9 persen dalam 10-15 tahun. Ekspor Indonesia ke China pun terus mengalami peningkatan, bahkan pada 2009, ekspor nonmigas Indonesia ke negara itu 
                                                             
22 Antara News, “Mendag: renegosiasi ACFTA butuh kompensasi besar”  
< http://www.antaranews.com/berita/1272289379/mendag-re> diakses 17 Juni 2011 
23 Ibid  
24 Krugman dan Obstfeld dalam Bahaya Neoliberalisme, Yogykarta : Pustaka Pelajar, 2009, 
hal 128 
25AntaraNews,“Mendag:renegosiasi ACFTA butuh kompensasi besar”, 
<http:/www.antaranews.com/berita/1272289379/mendag-renegosiasi-acfta-butuh-
kompensasi-besar> diakses tanggal 8 April 2011 
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telah mencapai 9,1 persen.26 Sikap keberpihakan terhadap pelaksanaan ACFTA ini juga tercermin dari kementerian perdagangan yaitu terwujudnya sektor perdagangan sebagai pengerak utama daya saing perekonomian bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.27 
Kesepakatan perdagangan bebas ACFTA menonjolkan mekanisme pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun pada kenyataannya pasar bebas cenderung tidak selalu stabil dan kemudian akan menimbulkan ketimpangan ekonomi bagi negara yang tidak memiliki kekuatan ekonomi yang baik. Menurut Komisi VI DPR, penerapan ACFTA berpotensi deindustrialisasi dan juga menjadikan Indonesia sebagai pasar tanpa kemandirian industri dalam negeri.28 Jika deindustrialisasi ini terjadi  dikhawatirkan akan menimbulkan PHK besar-besaran dari industri-industri yang tidak mampu bersaing dalam arena perdagangan bebas. Menurut data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sepanjang tahun 2008-2009 terdapat 426 industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menghentikan proses produksi sehingga 79.158 tenaga kerja terpaksa diberhentikan.29 Di Jawa Barat, sebanyak 4000 buruh sudah dirumahkan sementara di Jawa Tenggah sudah mencapai 7000 orang.30 Asosiasi-asosiasi industri melalui Kadin menyatakan keberatan dan mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang perdagangan bebas ASEAN dengan China, menurut Kadin pemerintah seharusnya lebih aktif melindungi kelangsungan hidup industri dalam negeri dan tenaga kerjanya.31  Dalam konteks perdagangan bebas penganut Keynesian berasumsi bahwa tidak dapat bertahan tanpa adanya peran aktif dari pemerintah. 
                                                             
26 Bisnis Indonesia, “Mendag Klaim ACFTA Untungkan Indonesia”, 18 April 2010  
27 Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Periode 2010-2014 
<http://www.depdag.go.id/files/publikasi/link_khusus/2005/20051210renstra-2005.pdf> 
28 Pikiran Rakyat, “Komisi VI DPR RI Desak Pemerintah Tunda ACFTA”. Pikiran Rakyat 
15 Januari 2010 <http://bataviase.co.id/detailberita-10519733.html> 
29 UMKM Akan Makin Tergilas Akibat FTA, Harian Kompas, 30 Desember 2009  
30 Kompas, “Industri Tekstil Kolaps, Minta ditunda”, 30 Desember 2009 
31Rakyat Merdeka, “Kadin Desak Pemerintah Mengkaji Ulang ACFTA”  
<http://bataviase.co.id/node/622548> diakses 18 Mei 2011 
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Perintah disini dituntut berperan aktif pada tingkat makro, yakni mengendalikan perekonomian ke arah posisi full employment. Kondisi pasar yang full employment tidak bisa terbentuk secara alami tapi melalui peran pemerintah. Dalam kondisi ketidakstabilan mekanisme pasar menurut Keynesian negara harus berkontribusi memperbaiki mekanisme pasar. Peran pemerintah penting dalam memberikan insentif kepada semua pelaku ekonomi yang terkena dampak dari kegagalan pasar tersebut.  
Berkaitan dengan pemberlakuan ACFTA, Kadin meminta pemerintah segera meninjau ulang perjanjian perdagangan bebas FTA ASEAN-China karena produsen dalam negeri terancam kolaps akibat melonjaknya produk-produk dari China yang masuk di pasar domestik. Permintaan peninjauan ulang ini dipicu atas dasar desakan dari berbagai asosiasi yang mengeluhkan ketidaksiapan liberalisasi Indonesia dalam kerangka perdagangan bebas ASEAN-China. Kadin berkepentingan untuk melindungi kelangsungan hidup industri dan mencegah terjadinya PHK masal akibat dari industri yang tidak mampu bersaing. TidakSejalan dengan Kadin, DPR pun berkepentingan dalam usaha modifikasi ulang pos tarif pada kerangka kerja ACFTA agar industri-industri yang belum siap dapat diberi waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan diri. DPR berkepentingan dalam melindungi aspek-aspek kepentingan nasional yang berpotensi mengancam perekonomian dan kedaulatan ekonomi politik bangsa.  
Peran pemerintah tidak hanya sebagai legalisator kerangka kerjasama ACFTA dalam perspektif Keynesianisme tapi juga harus berperan untuk menjamin penyediaan lapangan kerja dan tentu saja mengawasi ketersediaan lapangan pekerjaan. Mekanisme pasar yang tidak dikendalikan akan berpengaruh pada  kesediaan lapangan kerja dan kelancaran produksi. Keyness menyimpulkan bahwa apabila perekonomian kapitalis dibiarkan bekerja tanpa intervensi maka yang akan terjadi sistem ekonomi yang mengalami fluktuasi yang besar dari segi output dan penyerapan tenaga kerja 
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yang tidak maksimal. Merujuk dari kesepakatan ACFTA yang bertujuan untuk memperluas pasar dan dengan adanya perluasan pasar tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak bukan justru sebaliknya. Jika yang terjadi justru PHK massal diakibatkan dari ketidakmampuan industri domestik untuk bersaing, dalam kondisi seperti inilah negara harus memberikan insentif-insentif dan proteksi-proteksi produk dalam negeri untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi yang jauh lebih buruk. Dalam situasi seperti ini, renegosiasi merupakan langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadi PHK lebih banyak lagi.  
 
1.7.  Perbedaan Orientasi Politik dari Aktor-Aktor yang Terlibat  dalam 
Kesepakatan ACFTA  Analisis perdebatan selanjutnya yaitu mengenai perbedaan orientasi dari aktor-aktor dalam menyikapi ACFTA. Di pandang dari aktor-aktor kontra renegosiasi ACFTA berguna sebagai upaya penguatan keamanan kawasan ASEAN. Sedang dari sudut pandang aktor-aktor pro renegosiasi renegosiasi ACFTA ini diperlukan sebagai upaya pengamanan ekonomi politik dalam negeri yang berangsur-angsur memburuk akibat dari ketidaksiapan dari pelaku industri untuk menghadapi ACFTA. Penulis akan menganalisis dari sudut pandang aktor yang kontra renegosiasi yang cenderung menggunakan perspektif Neoliberalisme dalam menentukan orientasi kesepakatan ACFTA. Lalu kemudian dilanjutkan dengan sudut pandang aktor yang pro terhadap pelaksanaan pro renegosiasi yang cenderung menggunakan perspektif Keynesianisme.   Desakan renegosiasi perihal kesepakatan pelaksanaan ACFTA yang muncul dari DPR dan pelaku industri awal tahun 2010 tepat dimana waktu kesepakatan penurunan tarif nol persen akan diberlakukan menempatkan pemerintah berada pada posisi yang sulit. Jauh sebelum terjalin kesepakatan perdagangan bebas ACFTA, hubungan antara negara-negara ASEAN dan China mengalami pasang surut. Perjalanan hubungan baik antara ASEAN dan China 
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maupun Indonesia China diwarnai dengan ketegangan sampai pada akhirnya dapat bekerja sama di berbagai bidang.  Dari segi politik keamanan China dipandang sebagai ancaman bagi negara-negara ASEAN perihal sengketa Laut China Selatan. Kepulauan Spratly diklaim sebagai wilayah teritorial China tetapi sebagian kepulauan Spratly juga diklaim oleh Brunei Darussalam, Malaysia Filiphina dan Vietnam. Selain itu beberapa negara ASEAN juga memiliki masalah bilateral dengan China berkaitan dengan keberadaan masyrakat keturunan etnis China di wilayahnya.  Negara-negara Asia Tenggara menyadari bahwa permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Oleh karena itu mereka terdorong untuk mempererat kerjasama di bidang ekonomi dan politik dalam kerangka kerjasama ASEAN. Kerjasama ini pada tahun 1992 kemudian melahirkan “ASEAN  Declaration on the South China Sea”, deklarasi tentang Laut China Selatan ini merupakan tanggapan ASEAN atas manuver militer China di wilayah China selatan yang menimbulkan kekhawatiran di negara-negara Asia Tenggara.32 Deklarasi tersebut menghimbau semua pihak yang terlibat dalam sengketa wilayah untuk menahan diri, mengembangkan kerjasama dan menggunakan prinsip yang terkandung dalam  Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) sebagai dasar penyelesaian sengketa Laut China Selatan. Deklarasi ini tidak serta merta disetujui oleh China. Baru pada tahun 2002 akhirnya China menyetujui TAC sebagai dasar penyelesaian sengketa Laut China Selatan.  Dengan melihat pasang surut dari hubungan ASEAN dan China maka wacana renegosiasi terkait dengan ketidaksiapan industri dalam negeri dikhawatirkan akan mempengaruhi hubungan negara-negara ASEAN dengan China. Kekuatan ekonomi China yang berkembang pesat berbanding lurus dengan kekuatan militer China. Negara-negara ASEAN menyadari bahwa kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi global kan menjadi kekuatan 
                                                             
32 Dewi Fortuna Anwar, dalam Ratna Shofi Inayati, ASEAN –China: Akselerasi Menuju 
East Asia Community, Jakarta: Lipi press anggota Ikapi, 2006, hal 106  
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politik dan militer yang sulit dibendung.33 Jika Indonesia secara mendadak melakukan renegosiasi penundaan pelaksanaan beberapa pos tarif, padahal negara-negara ASEAN yang lain serta China sudah mempersiapkan sejak lama dikhawatirkan akan timbul ketegangan. Sejak normalisasi hubungan antara negara-negara ASEAN dengan China, negara-negara ASEAN menyatakan tidak ingin berkonfrotasi dengan China.  Ditinjau dari perspektif neoliberalisme, paham ini dikembangkan dalam upaya untuk merespon tentang bagaimana menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di dalam dunia yang anarki. Neoliberalisme berasumsi bahwa untuk mengumpulkan negara-negara menjadi suatu perkumpulan yang dapat melakukan suatu kegiatan bersama untuk mencapai perdamaian, maka negara-negara tersebut harus menentukan problem bersama (collective problems) diantara negara-negara tersebut. Dalam konteks ASEAN dalam kerangka kerja sama ACFTA, ASEAN menentukan collective problems bahwa muncul kekhawatiran dari pemimpin-pemimpin ASEAN mengenai peranan China yang semakin dominan baik dari implikasi ekonomi dan implikasi politik keamanan jangka panjang dari kehadiran China di Asia Tenggara. Maka aksi bersama yang dilakukan oleh negara-negara China yaitu membuka kembali hubungan dan bekerja sama dengan China.  Peningkatan hubungan ekonomi ASEAN-China yang semakin erat telah mampu memperbaiki hubungan politik keamanan antara keduanya. Pada dekade sebelumnya China dianggap sebagai ancaman utama keamanan regional oleh sebagian besar negara-negara Asia Tenggara, namun sekarang China memiliki citra yang lebih positif di mata pemerintah dan masyarakat Asia Tenggara.34 Bagi Indonesia, kesepakatan ACFTA dalam bidang politik keamanan bahwa China tidak lagi dianggap sebagai ancaman. Jika pemerintah tetap memilih opsi renegosiasi, maka perundingan ulang itu harus dilakukan sesuai dengan pasal-pasal dalam dokumen ACFTA. Sesuai dengan Article 6 
                                                             
33 Ibid  hal 110  
34 Ibid  hal 124 
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ACFTA, sebagai konsekuensi perundingan ulang itu, Indonesia harus meningkatkan nilai kompensasi mendekati nilai modifikasi yang jumlahnya sangat besar dan sangat tidak menguntungkan Indonesia. Terlebih kekhawatiran akan sikap China  yang akan melakukan cara-cara militer karena Indonesia dianggap tidak menjalankan kesepakatan yang telah ditandatangani.  
Namun dianalisis dari teori neoliberalisme keputusan pemerintah untuk tidak melakukan renegosiasi penundaan pos tarif merupakan keputusan yang paling menguntungkan di antara yang lain. Penandatanganan ACFTA dilihat dari perspektif keamanan kawasan ASEAN digunakan sebagai alat bertahan terhadap kemungkinan adanya agresi dari China terhadap kawasan Asia Tenggara.35 Integrasi ekonomi Asia Tenggara dan China pada akhirnya akan mempengaruhi hubungan politik dan keamanan di antara kedua kawasan yang kemudian akan berdampak terhadap hubungan kedua pihak dengan kekuatan-kekuatan regional lainnya. Kekuatan kawasan ini akan meningkatkan posisi tawar menawar kedua belah pihak di forum-forum internasional.  
Pada umumnya mereka yang mendukung adanya pengkajian ulang ini didasari atas prinsip Keynesian yang menginginkan campur tangan yang lebih besar dari negara disaat kondisi domestik yang tidak menguntungkan. Secara umum mengajukan kritik terhadap kinerja pemerintah sejak awal proses penandatanganan hingga pelaksanaan. Pelaksanaan ACFTA yang terkesan sangat mendadak karena tidak terjadi sosialisasi baik pelaku industri dan masyarakat awam belum mengetahui secara jelas kebijakan FTA ASEAN-China ini. Kritik-kritik untuk pemerintah tersebut dapat dirangkum sebagai berikut36 Pemerintah cenderung berpikir mengunakan kerangka tujuan dan hasil jangka pendek sehingga lemah dalam mengkalkulasi dan mendeteksi berbagai dampak sistemik yang akan diperoleh dari sebuah kebijakan kesepakatan 
                                                             
35 Pambudi, Daniel, Garuda Terbelit Naga Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas 
Bilateral ASEAN-China Terhadap Perekonomian Indonesia, Jakarta :  Instititute for 
Global Justice, 2006  hal 31    
36 Jurnal Sosial Demokrasi, Vol 8.3 Februari-Juni 2010 hal 1-2  
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internasional dalam jangka panjang. Padahal untuk menghadap China dengan segala kedigdayaannya diperlukan persiapan secara matang.  Prasyarat-prasyarat penting yang harus dipenuhi, semisal kesiapan infrastuktur, sinkroninasi regulasi (baik dalam rangka menjaga dan meningkatkan daya saing produk nasional maupun pengamanan pasar dalam negeri), sumberdaya manusia dan pendidikan, skenario industri, peran UMKM dan sektor pertanian yang bisa diandalkan, kebijakan finansial dan suku bunga perbankan yang kompetitif, tata kelola pemerintahan dan kualitas layananan publik yang efektif, reformasi birokrasi dan pemangkasan high cost economy, 
law enforcement dan pemberantasan korupsi serta aspek-aspek penting lainnya dalam konteks implementasi ACFTA.  
Renegosiasi dianggap perlu, dilihat dari aspek daya saing Indonesia dengan China jauh tertinggal. Industri terlilit dengan ekonomi biaya tinggi sehingga membuat harga produk tidak kompetitif di pasar. Dari berbagai fakta umum dapat dilihat bahwa banyak industri nasional yang belum kompetitif. Faktor kualitas dan harga produk yang lebih mahal dimungkinkan menjadi penyebab produk Indonesia yang kurang kompetitif.  Berikut tabel perbandingan faktor pendukung daya saing industri tekstil antara Indonesia China.  
Berikut terdapat beberapa pertimbangan yang membuat produk-produk industri nasional akan kalah saing dengan produk China. 37 
1. Struktur perdagangan lebih bersifat substitusi daripada komplementari. Berdasarkan similarity index, produk ekspor industri nasional dengan produk ekspor industri China meningkat dari 58.9 persen (1996) menjadi hampir 62 persen (2008). Hal ini sangat 
                                                             
37 Latif Adam, staf peneliti LIPI, ACFTA dalam Perspektif Hubungan Dagang Indonesia 
China , Pusat Peneliti Ekonomi LIPI  
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memungkinkan produk dalam negeri akan bersaing secara head to head dengan produk China yang terkenal sangat murah.  2. Pemerintah China telah memiliki master plan dan action plan yang cukup jelas dalam penataan sektor-sektor industri. China menyediakan dana yang cukup besar untuk membantu industri-industri andalannya.  3. Pemerintah Cina memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang pro-bisnis. Selain melakukan reformasi birokrasi, penegakan law enforcement dan menciptakan stabilitas ekonomi makro, pemerintah China juga mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan untuk membangun dan menjaga kualitas infrastruktur.  4. Beberapa BUMN di Indonesia yang menguasai industri hulu tidak beroperasi secara efisien kemudian mentransfer kepada industri nasional dengan menetapkan harga jual yang tinggi bagi produk atau jasa yang dihasilkan industri nasional. 5. Otoritas moneter pemerintah China mampu mendorong perbankan bekerja secara efisien sehingga mampu menyediakan kredit lunak kepada para pengusaha.   Para ekonom yang termasuk dalam aliran Keynesian menerima argumen bahwa apabila perekonomian kapitalis jika dibiarkan bekerja sendiri tanpa regulasi dari luar, tidak akan bisa memanfaatkan secara sepenuhnya sumber daya yang tersedia.38 Aviliani, Peneliti INDEF mengatakan pemerintah tidak pernah mengkaji industri apa saja yang paling terkena dampaknya. Jika sedari awal pemerintah Indonesia sudah melakukan pengkajian dampak, seharusnya negosiasi penundaan FTA sudah dilakukan sejak lama. Data dari World Economic Forum, birokrasi menduduki peringkat pertama sebagai penyebab rendahnya daya saing produk Indonesia. Peringkat kedua oleh infrastruktur, karena selama delapan tahun terakhir pemerintah sangat jarang 
                                                             
38 James A Caporaso dan David P Levine, Teori-Teori Ekonomi Politik, Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar, 2008  
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membangun infrastruktur. Peringkat ketiga adalah pajak dan keempat adalah pembiayaan (bunga yang masih tinggi).39.  Maka dari penjelasan di atas munculnya wacana renegosiasi ini dilatarbelakangi karena tiga perbedaan yaitu pertama, perbedaan pandangan akan peran negara dalam menyikapi ACFTA, kelompok pro renegosiasi menginginkan peran negara tidak hanya sebagai regulator seperti yang diungkapkan kelompok kontra renegosiasi tapi juga sebagai stabilisator dalam kondisi-kondisi perekonomian dalam negeri yang tidak menguntungkan. 
Kedua yaitu perbedaan kepentingan ekonomi dari aktor-aktor yang terlibat dalam ACFTA, aktor kontra renengosiasi melihat ACFTA sebagai alat pengerak pertumbuhan ekonomi sedang aktor pro renegosiasi berpendapat bahwa kesepakatan ACFTA seharusnya dipandang sebagai pendukung perluasan kesempatan kerja bukan sebaliknya terjadi PHK massal. Ketiga, perbedaan orientasi politik dalam kesepakatan ACFTA. Orientasi politik dari kelompok kontra renegosiasi yaitu stabilitas kawasan. Hal ini merujuk pada hubungan ASEAN-China yang sempat bersitegang dan dekat kembali dikarenakan semakin intensnya kerjasama ekonomi. Apabila renegosiasi dilaksanakan kekhawatiran yang muncul China akan kembali menjadi ancaman bagi keamanan kawasan. Sedang orientasi politik dari kelompok pro renegosiasi lebih pada  keamanan kondisi ekonomi politik dalam negeri. Kekacauan ekonomi akan berefek domino pada kondisi politik dalam negeri. Maka kelompok ini berpendapat bahwa renegosiasi merupakan keputusan yang tepat untuk mengamankan sektor-sektor domestik.      
                                                             
39Heru Pamuji, Majalah Gatra No 10, “FTA ASEAN-Cina Kalah Sebelum Bertanding 
“<http://www.gatra.com/2010-01-19/artikel.php?id=134016?>  diakses 27 Juni 2010  
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4. KESIMPULAN 
Dari penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa temuan-temuan. Munculnya wacana renegosiasi dilatarbelakangi dari beberapa isu sensitif yang merujuk pada perbedaan argumen dari masing-masing kelompok aktor yang dikelompokkan menjadi tiga aspek yaitu ekonomi, politik, dan bidang sosial. Pada bidang ekonomi meliputi isu-isu perekonomian di dalam ACFTA di antaranya yaitu aspek Daya Saing Industri, Volume Perdagangan, Modifikasi Pos Tarif, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi, Infrastruktur. Pada bidang Politik berkaitan dengan legalitas perjanjian ACFTA sebagai suatu perjanjian perdagangan yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN termasuk Indonesia di dalamnya dengan China dan posisi Indonesia yang cukup menonjol di kawasan ASEAN. Pada bidang Politik terdiri dari beberapa aspek yaitu Posisi Strategis Indonesia, aspek Legalitas, dan aspek Keterwakilan Pembuatan Kebijakan. Sedangkan di bidang Sosial terdiri dari aspek Sosialisasi ACFTA, Ketenagakerjaan dan Perlindungan Konsumen. 
Aktor-aktor yang mendukung dilakukannya renegosiasi terhadap ACFTA, seperti Kadin dan asosiasi pengusaha industri, DPR, dan kelompok kepentingan lainnya ini sejalan dengan pandangan paham Keynesianisme, yang menganggap bahwa perdagangan ACFTA tetap diperlukan adanya keterlibatan pemerintah terutama dalam mengatasi dampak-dampak yang dirasakan oleh para pelaku industri di Indonesia. Aktor kontra renegosiasi berpendapat bahwa ACFTA dilihat sebagai stepping stone. Meningkatnya persaingan di dalam negeri China akan membuka peluang berpindahnya industri domestik ke negara-negara ASEAN. Minimnya investasi yang masuk dari China juga masih dipandang positif oleh pemerintah, karena berarti bahwa China berpotensi untuk dijadikan investor terbesar dan hal ini membutuhkan proses dan waktu. Oleh karena itu Indonesia harus terus berkomitmen dalam perjanjian ACFTA ini. 
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Pada dasarnya baik aktor yang pro dan kontra renegosiasi setuju akan pelaksanaan perdagangan bebas. Namun perbedaannya terdiri dari tiga bagian yakni perbedaan pandangan dalam melihat peran negara, perbedaan 
kepentingan ekonomi politik dari masing-masing aktor dan perbedaan orientasi 
politik dalam menyikapi kesepakatan ACFTA.   
Dalam melihat peran negara dilihat dari perspektif neoliberalisme, negara lebih berperan sebagai regulator kesepakatan ACFTA yakni pemerintah berperan untuk membuat peraturan-peraturan domestik yang mendukung terlaksananya ACFTA dengan lancar. Sedang dari perspektif Keynesianisme negara lebih berperan sebagai stabilitator mekanisme pasar bebas dalam hal ini yaitu perdagangan ASEAN-China. Paham Keynesianisme berpendapat bahwa mekanisme pasar tidak pernah akan stabil dan tidak memiliki kecenderungan menciptakan  full employment  (kesempatan kerja penuh).  Argumen Keynesian ini berujung pada kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah harus menjamin adanya stabilitas dari proses produksi dan adanya penyerapan tenaga kerja secara memadai.  
Di lihat dari kepentingan ekonomi, menurut pandangan sebagian besar aktor-aktor yang terlibat dalam lingkup pemerintahan lebih melihat peluang dengan adanya perjanjian perdagangan bebas dengan China ini. ACFTA seharusnya menghasilkan keuntungan antara Indonesia dan China. Namun jika yang terjadi justru melemahkan kondisi perekonomian dalam negeri seharusnya ACFTA ini ditinjau ulang. Aktor pro renegosiasi menginginkan campur tangan pemerintah yang lebih dominan dalam hal peningkatan daya saing dan penyediaan lingkungan usaha yang baik agar dapat bersaing. Sedang dalam perspektif Neoliberalisme semakin sedikit intervensi pasar akan semakin baik. Perdagangan bebas ini bertujuan untuk mengerakkan perekonomian agar tumbuh lebih maju, dalam hal ini didukung China sebagai motor pengerak, secara tidak langsung akan membuat lokomotif bagi negara-negara ASEAN. Dengan berani mengambil resiko dengan bekerjasama dengan 
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negara yang lebih tangguh membuat produsen dalam negeri belajar berkompetisi untuk mengejar ketertinggalannya. Singkat kata bahwa pemerintah melihat ACFTA ini sebagai stepping stone untuk mencapai kemajuan ekonomi.     
Dilihat dari orientasi politik dalam kesepakatan ACFTA ini Aktor yang cenderung berpikiran menggunakan ide neoliberalisme lebih berorientasi pada level internasional. Meski secara Indonesia masih belum menghasilkan keuntungan yang optimal bahkan cenderung mengalami defisit antara ekspor dan impor namun secara politis perjanjian ACFTA ini akan menguntungkan posisi Indonesia pada level internasional. Bagi Indonesia, kesepakatan ACFTA dalam bidang politik keamanan bahwa China tidak lagi dianggap sebagai ancaman. Kekhawatiran akan sikap China  yang akan melakukan cara-cara militer karena Indonesia dianggap tidak menjalankan kesepakatan yang telah ditandatangani. Kedigdayaan China secara ekonomi akan berbanding lurus dengan bidang militer. Peningkatan hubungan ekonomi ASEAN-China yang semakin erat telah mampu memperbaiki hubungan politik keamanan antara keduanya. Pada dekade sebelumnya China dianggap sebagai ancaman utama keamanan regional oleh sebagian besar negara-negara Asia Tenggara, namun sekarang China memiliki citra yang lebih positif di mata pemerintah dan masyarakat Asia Tenggara. Sedangkan aktor-aktor yang cenderung mengunakan ide-ide pemikiran Keynesianisme lebih berorientasi pada politik dalam negeri yaitu mengamankan pasar domestik karena kondisi pasar yang  
full employment tidak bisa terbentuk secara alami tapi melalui peran pemerintah. Dalam kondisi ketidakstabilan mekanisme pasar menurut Keynesian negara harus berkontribusi memperbaiki mekanisme pasar. Peran pemerintah penting dalam memberikan insentif kepada semua pelaku ekonomi yang terkena dampak dari kegagalan pasar tersebut. Pelajaran penting yang diambil dari kasus ACFTA ini bahwa sosialisasi pra dan pasca pelaksanaan suatu kesepakatan merupakan hal yang cukup 
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signifikan untuk mendapatkan dukungan yang penuh baik dari masyarakat maupun dari aktor-aktor yang terkait di dalamnya. Aktor-aktor dalam hal ini yaitu internal dalam pemerintahan dan di luar pemerintah. Kasus yang terjadi di Indonesia mengenai kesepakatan ACFTA, pemerintah jarang melakukan konsultasi atau duduk berdampingan dengan kelompok pemerintah atau  non pemerintah untuk merumuskan kebijakan ini.  Bahkan ACFTA tidak pernah diperdebatkan secara publik atau tingkat parlemen sekalipun. Memang harus diakui bahwa sejak awal kesepakatan ACFTA oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, pemerintah tidak pernah meminta persetujuan DPR. Bahkan pada saat meratifikasi  kesepakatan ACFTA tersebut hanya pada tingkatan keputusan Presiden. Pemerintah dalam merumuskan kebijakan ikut serta dalam ACFTA dinilai kurang transparan, karena tingkat keterwakilan aktor-aktor yang memiliki kepentingan tidak diikut sertakan dalam proses perumusan kebijakan, bahkan dalam meratifikasi ACFTA hanya melalui keputusan Presiden tanpa adanya persetujuan DPR atau diratifikasi oleh DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Dengan demikian kebijakan keikutsertaan AFCTA dinilai tidak demokratis, karena tidak sinerginya aktor-aktor yang berkepentingan dalam perumusan kebijakan ACFTA, bahkan sampai rencana renegosiasi ACFTA masih diwarnai tarik ulur antara pemerintah dan aktor lainnya diluar pemerintah.  
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